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PERATURAN DAERAE KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1686
T ENT ANG
KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Ce

1.

Se

la

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian dan ke-

seimbangan populasi ternak tertentu seperti -
sapi, kerbau, kuda dan babi, perlu adanya peng
tepan dan pengendalian mengalirnya ternak-ter-
nek dimaksud Eeluar Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen ;

bahwa salah satu usaha penertibmn. dan pengenda
1lizn dimaksud adalah dengan mewajibkan kepada-
para pemilik ternak-ternak tersebut untuk men-
catatkan ternalknya pada Kantor Kevala Desa/Lu-
rah setempat dan kemudian diberikan Kartu Ter
nak sebagal tanda pemilikan ;

bahwa untuk mencapal maksud tersebut diatas -
sistim kartu ternak perlu diatur dengan Peratu

ran Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
polkcok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku-
ngan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerin
tah Nomor 32 Tahun 1950 ;

Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang-
Peraturan Umum Retribusi Daerah ; '

Undang-undang Nomor 6 Tzhun 1967 tentang Keten
tuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan- '
Hevan ;

5.Peraturan eosvseocce
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5.

~Peraturan Pemerintai. ..omor 15 Tahun 1977 ten-

tang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
fengobatan Penyakit Hewsn

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang -
ze1 19 Juli 1961 tentsng Penyershan sebagian-
derl tugesnya dalem lapangzn kehewanan kepada
Deerah Tinsgkat 11,

.

Dengan Persetujuan Ddewan Ferwekilan Rakyat Daerah Kabupaten -

Daerah Tingkat II Kebumen

Menetapkan

°
-

MEMUTUSK AN :

PERATURAN DAERAE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KE-

BU

TEN TENTANG KARTU TERNAK.
BAB I
KETETUAN UMUM
Pasal 1

D=lam Peraturan Dzerah ini yang dimaksud demngan @

1,

Ca

(1)

Bunati ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Kebumen ; '

Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupa
ten Damerah Tingkat IT Kebumen. ;

Kepala Desa/Kelurahan ialah Kenala Desa/Kelura
han di Wilayah Xabupaten Daerah Tingkat II1 Ke-

bumen ;
Ternak ialah sapi, kerbau, kuda dan babi ;

Kartu Ternak ialah bukti pemilikan ternak dan-
indentitas ternak secara sah,

BAB II
KARTU TERNAK

Pasal 2

Tiap ekor ternak yawg dipelihara dan atau di -
budidayakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumew baik dengan maksud untuk menghasilkamn -
ternak maupun untuk diambil manfaat/hasilnya,

harus ada bukti pemilikanmnya berupa Kartu Ter-

‘nak

dari ec9svceecs
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(3)

(&)

(5)

(1)

(2)

dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang di-

tunjuk atas nerenya ;

Untuk mendapatkan XKartu Ternnk, nemilik ternak
selmmbat<lamb~tnya 1C ( senuluh ) hari sejak -
ternrk menjadl unili%aya harus sudah mendaftar-

.

\ =

ol ternaluya kepada Kevala Desa/Kelurahan se-
A

totipatl yaung selanjutnya untuk diuruskan Xartu
Ternaknya ;

Untuk setinp ekor ternak yang dilahirkan dari-
induk ternak dimeksud ayat (1) Pasal ini, se -
lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilahir-

kan harus telsh memiliki Kartu Ternak ;

Kartu Ternak berlaku selama 1 tahun ( 12 bulan)
terhitung mulai tanggal diberikan, dan harus di
perbaharuvi lagi selama masih dipelihara dan -
atzu dibudidayakan 8

Kartu Ternak tidak berlaku lagi bila :

a. Ternak itu mati 'y

b. Ternak dipindah tangankan ;

¢, Habis mass berlakunya Kartu Ternak ;

d., Kartu Ternak rusak' sehingga tulisannya sukar

 untuk dibeca k-

e. Keterargan di dalem ¥ertu Termak tidek cocok

lagi. dehgan keadaan pemilik ternak atau iden

titas ternsk yang bersangkutan,

: Pasal 3
! ) .

Apabila Kartu Ternak hilang atau terjadi seper-
ti dimaksud pada pasal 2 ayat (5) huruf ¢, d -
dan e pemilik ternak yang bersangkutan diwajib-
kar lapor kepada Bupati Kepala Daerah lewat Ke-
pala Desa/Kélurahai setempat untuk memperbaharui
Kartu Terncknya '
Pembaharuak Kartu Termak seperti dimeksud pada-
ayat (1) pasal ini kepada Pemilik ternak yang
berSangkutat diberikan Kartu Ternak baru dengan .
nomor duplikatnya,

Pasal 4
. .

(1) Kartu ggescensee

e .
)




(2)

(1)

(2)

(3)

Vnrtu Ternal dimeksud pasal 2 ayat (1) berlaku
sebagai :

as Bukkti pemilike n/UEWelLlrLHFH yang sah ;
bQ'Syprrt’untut mendavnatlzan - perawatan kesehatan

ternnh_;

C. Syarat untuk mendnpat&an surat keterangan Ju

al/beli tclnmk.

Kartu Ternak dibedakan dengan s

=, Tanda huruf A berwarna hijau untuk kerbau ;

«. Tanda huruf A berwarna kuning untuk sapi
« Tanda huruf A berwarna biru untuk kuda :
~ Tanda huruf B berwarna merah untuk babi.

Pasal 5

(artu Ternak disedizkan oleh Bupati Kepala Dae

- rah berupa blansko yang bentuk dan isinya se -

pertl pada lampiran Peraturan Daerah ini.

* . o
.

Pasal 6

Untuk mendanatkan Kartu Ternsk sebagaimana Pa-
sal 4 Peraturan Daerah ini, pemilik ternak di=
wajibkan membayar retribusi sebegar Rp,500,00
( lima ratus ruplah ).

BAB III
PELAKSAN AAN
Pagal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dipertanggung

jawabkan kepada Kepala Dinas Peternakan }

Hasil penerimasam sebageimana dimeksud pada BAB

II pasal 6 Peraturan Daerah ini digusakan :

2. 10 prosem untuk upah bagi. pelaksana ;-

by 15 prosen untuk Kas Desa yéﬁg bersangkutay 3

ce¢ 75 prosen untuk disetor ke Kas Pemerintsh =
Daerah, |

Peiyetoran dimaksud ayat (2) huruf c¢ pasal igi

dilakukan pada tiap-tiap bulan paling lambat -

tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB IV  .,gugeruats

= 8% e




AR IV

TORT /Y .7 .
.[,j BN R G B o 1»3 \TI
Prsal 8

Paugaviasan terhadap pel-ksansan Peratursn Dae
rah o ind éilekulian oleh Insmektorat Wilayah Ka
bupaten Daersh Tingkat IT Kebumen.

QAQ v
""" TP ENTUAN PIDAR

Prsal 9

(1) Barasng siapa yeng melenggar ketentuan-ketentuan
" pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini di-
ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya sa

tu (1) bulan atau dende setinggi-tingginya -

Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) :

H
(2) Tindek pidana dimoksud ayat satu (1) pasal ini
. adnlah pelanggsrean.

BAB VI
KETENTUAN’LAIN-LAIN
Pasal 10

Ternak milik Pemerintzh, milik Badan-badan So-
sial dikecualikan terhadap ketentuan BAB II pg
sal 6 Peraturan Dacrah ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah-
sepanjang mengenal pelaksanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Kartu Ternalk yang telah dimiliki sebelum berla
kunya Peraturan Dserah ini tetap berlaku sampal
masa berlakunya berakhir,

BAB VIII .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 Peraturall saasess
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' Peraturan Daerah ini mulei berlaku sejak tang
gal diundanzsken.

Ager sctiap orang mengetahuinyea, memerintah -
kau-pengundnngan Peraturan Daerah ini dengan-
penemratannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kébumen.

Kebumen, 30 Oktober 1986
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
- KETUA '
ttd. ttd,
SOEWANDI, H.M.C, TOHIR,

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23-
Desember 1986 Nomor : 188.3/492/1986.

Diundangkan’ dalam Lembaran Daerah Kabupaten =
Daerah Tingkat IT Kebumen Nomor : 2 Tahun 1987
Seri B pada tanggnl 10 Pebruari 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

DI‘S‘ SOELARNOQ-
NIP. 500031924, -
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LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen
Nomor : 6 Tahun 1986
Tanggal : 30 Oktober 1986.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.IT KSBUMEN

KARTU TERNAK

DESA 3
BCAMATAN H

ocoeeoesecsseeveoe

oreeoo0ce 00000 OO0

KABUPATER 3 IBBULET .

Serie oo, 001

WAN PEIRWAKILAN RAKYAT DAERAH
I+ KABUPATEN DAERAY TINGKAT II KEBUMEN
« KETUA
ttd.
SOEWANDI.

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd.
HMC. TO HI R.

8l
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DAFTAR PENGELUARAN KARTU TERNAK.

IESA / KECAMATAN

NOMOR
URUT KARTU

TAMA PEMOLIHARA

ALAMAT

JENIS TERNAK

KSRBAU

SAPT

KUDA

BABT

JUMLAH

KETZRANGAN

"N

o



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGK: AT IT KEBUMEN
, . NCMOR : 6 TAHUN 1986
' TENT AN G

KARTU TERNAK

I rangka menertibkan pemilikan dan vemeliharaan

s ) L

ternak di Kabupsten Deersh iingkau IT Kebumen perlu diatur dengan
Kartu Ternak,

Dengan diberiltannya Kartu Ternak kepada pemilik- ternak disamping-
Pemerintah Kabupaten Dmerah Tingkat I Kebumen akan mendapatkan -
dana yang dapqt untuk membantu memajukan peternszkan di Kabupaten
Kebumen, juga dlhqrppkan bnrkurqngnyn ternak-ternak yang hllang.
Agar segala ccsultqéyanv menyangkut Kartu Ternak berjalan dengan
lancar dan mempunyal landasan hukum serta mempunyai kekuatan me -
ngikat, maka ketentuan-ketentuannya harus dituangkan dalam Pera-

turan Daerah ini. /nya

IT, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 ¢ Cukup jelas,




